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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar 
konstitusional  Negara  kita telah mengutamakan pemberlakuan hukum terhadap 
tindak perbuatan yang merugikan atau melawan hukum dan tertuang dalam isi pasal 1 
ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum
1
. Oleh sebab itu jika terdapat 
suatu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, maka 
masyarakat dalam menanggapi atau merespon suatu perbuatan melawan hukum baik 
disengaja maupun tidak disengaja oleh sipelaku tidak dianjurkan untuk melakukan 
perbuatan pengeroyokan atau yang lazim disebut ditengah-tengah masyarakat main 
hakim sendiri (Eigen richt). 
Selain Undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara 
hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan 
dengan sistem hukum yang berlaku, juga terdapat asas yang dianut dalam sistem 
hukum Negara Indonesia yaitu Asas Legalitas “Nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege poenali”, pengertian dari Asas Legalitas jika diterjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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Republik Indonesia, Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 
perundang-undangan pidana yang telah ada”.2 
Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian yaitu: 
 1.  tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 
terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.  
 2.  untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi 
(kiyas).  
 3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut
3
. 
Semenjak perjuangan kemerdekaan telah di cita-citakan terwujudnya suatu 
pemerintah dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi 
manusia,disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana bangsa yang 
aman dan tentram dan juga tertib dan damai berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan tujuan dan cita-
cita tersebut, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga 
Negara tanpa adanya pengecualian. 
Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas 
karena banyaknya permasalahan yang sering bermunculan diantaranya adalah 
permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan 
perkembangan masyarakat sekarang ini. Tumbuh dan meningkatnya masalah 
kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum 
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Kitab Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ( Yogyakarta: 
Februari, 2012), h. 11. 
3
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.  25. 
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gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan terutama dalam masalah 
“Eigenrechting” dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya 
ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Adanya anggapan yang demikian memicu atau menyulut 
emosi sebagian masyarakat  untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap 
pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. 
Eigenrechting muncul dengan memakai pisau analisis teori Friedman yaitu di 
bentuknya aturan yang baik, pelaksana aturan atau aparat hukum yang baik, dan juga 
respon masyarakat yang baik pula. Faktanya, eigenrechting ada terjadi di masyarakat 
karena pemerintah atau aparat hukum kurang mensosialisasikan hukum dan juga 
tidak  direspon dengan baik oleh sikap atau perilaku masyarakat yang tidak 
berbudaya hukum atau tidak berprikemanusiaan, bahkan tidak taat kepada hukum. 
Sebagaimana  firman Allah swt di dalam QS al-Nisa/4:59 
                             
                               
     
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
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kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.4 
Ayat ini, Allah swt menjelaskan syarat iman dan batasan Islam. Dalam waktu 
yang sama dijelaskan pulalah kaidah nizham asasi (peraturan pokok) bagi kaum 
muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Semuanya di akhiri dengan 
menerima-Nya saja mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya, seperti urusan-urusan 
parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanannya dan dalam 
generasi-generasi berbeda yang notabene berbeda-beda pula pemikiran dan 
pemahaman dalam menanggapinya. Untuk itu semua, diperlukan timbangan yang 
mantap, agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka. 
Adapun mengenai ulil amri, nash tersebut menjelaskan siapa mereka itu “serta 
ulil amri di antara kamu.” Maksudnya, ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin 
sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam 
ayat itu, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga ulil amri yang 
mengesakan Allah swt sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat 
bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala 
sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-
Nya segala urusan yang dipersilisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka-
yang tidak terdapat nash padanya-untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang 
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 Kementrian Agama R.I.,  Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Cet. X; Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2014), h. 87. 
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terdapat dalam nash
5
. Olehnya itu ulil amri dalam hal ini pemerintah di tugaskan 
untuk melaksanakan hukum dengan sistem yang baik. 
Ayat ini juga menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada 
Allah dan rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat jelas 
dengan adanya pernyataan, maka jika kamu tarik menarik pendapat menyangkut 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah), dan 
ayat-ayat ini sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum 
selain Rasul saw., lalu penegasan bahwa Rasul tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan 
penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul saw
6
. 
Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang 
tepat melainkan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Penegakan hukum kasus 
pelaku sendiri ini perlu penanganan yang sungguh-sungguh,karena apabila tidak di 
tangani dengan baik, tindakan main hakim sendiri akan menjadi kebiasaan dalam 
masyarakat.  
Misalnya saja dalam sebuah kasus pengeroyokan terhadap pelaku tabrak yang 
pernah dialami oleh Dg. Hamo di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, 
Kabupaten Jeneponto pada tanggal 21 mei 1999 silam sekitar jam 10 pagi. Ketika 
mengendarai kendaraan mobilnya, dg. Hamo pada saat itu menabrak masyarakat 
sekitar yang mengendarai sepeda motor dan korban tabrak tersebut meninggal dunia, 
                                                          
5
 Sayyid Quthb,Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan 
Muchotob Hamzah, di Bawah Naungan Al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 399. 
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,(vol. 2., 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.463. 
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korban tersebut berjumlah dua orang, yang satu meninggal di tempat yang satu 
lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat beberapa jam, namun akhirnya 
meninggal juga. Menurut yang diceritakan oleh dg. Hamo,  kronologis kejadian 
tabrakan tersebut bermula ketika korban pengendara motor sedang buru-buru menuju 
ke suatu tempat tujuannya yang kisaran laju kecepatan kendaraannya sekitar 
60km/jam namun di depannya ada kendaraan angkutan umum yang tiba-tiba berhenti 
dan secara langsung pengendara motor tersebut menghindar dari kendaraan angkutan 
umum dengan cara menyalip tanpa mempertimbangkan kendaraan mobil yang 
dikendarai oleh dg. Hamo yang kisaran laju kendaraannya juga sekitar 60 km/jam 
yang berada dari arah berlawanan dan secara langsung pengendara motor tertabrak 
oleh dg. Hamo tanpa ada unsur kesengajaan, setelah menabrak warga sekitar 
mendatangi lokasi  tabrakan tersebut terjadi dan ada beberapa warga yang marah dan 
mengeroyok tanpa pikir panjang langsung memukul dg.Hamo beberapa kali
7
. 
Peristiwa tabrakan terdapat banyak faktor atau penyebab sehingga peristiwa 
kejadian yang tidak diinginkan baik sipelaku apalagi  korban yang terjadi begitu saja, 
namun kebanyakan fakta realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak lagi 
memperhatikan, memperdulikan dan mempertimbangkan hal tersebut, mungkin 
karena pengaruh lingkungan yang keras, sehingga membentuk watak yang keras pula. 
Hal inilah yang biasa memicu seseorang untuk tidak lagi berpikir panjang 
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 Herling, “Perilaku pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro 
Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-faktor penyebab)”, Skripsi 
Universitas Islam Negeri Makassar (2015) 
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menanggapi peristiwa tersebut dan langsung melakukan tindakan main hakim sendiri 
atau pengeroyokan tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib 
yaitu kepolisian setempat. 
Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang 
tepat melainkan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga akan memberikan 
dampak negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa tidak 
hanya mereka yang memiliki hak asasi, melainkan para pelaku tindak pidanapun 
memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka 
pengadilan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun berinisiatif untuk melakukan 
penelitian terkait dengan Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri “Eigenrechting”  
ditinjau dari segi Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-kasus di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa (2010-2015) agar dapat menjadi sumbangsi dan 
pemikiran bagi aparatur pemerintah dalam bertindak untuk mengurangi dan 
menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri di Indonesia pada umumnya dan 
Sungguminasa pada khususnya. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Fokus dalam penelitian ini adalah pelaku tindakan main hakim sendiri 
“pengeroyokan”. Serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan 
terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri berhubung karena judul dari 
pembahasan dalam skrispsi ini ialah tindak pidana main hakim sendiri 
8 
 
 
“Eigenrechting” tinjauan kriminologis dan yuridis terhadap kasus-kasus di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa.   
C. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, olehnya itu penyusun 
merumuskan pokok masalah, yaitu “Bagaimana Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 
“Eigenrechting” Tinjauan Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-kasus di 
Pengadilan Sungguminasa. Dari pokok masalah ini dapat di jabarkan ke dalam sub-
sub masalah,yaitu: 
1. Bagaimana aturan hukum dan pandangan undang-undang tentang tindakan 
main hakim sendiri  ? 
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana main hakim sendiri ? 
3. Bagaimana upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana main hakim 
sendiri ? 
D. Kajian Pustaka 
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian 
yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa 
penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:  
1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main 
Hakim Sendiri (Eigenrechting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku 
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Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)
8” hanya 
membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main 
sendiri,upaya pencegahan serta penanggulangannya saja. Namun tidak 
menjelaskan bagaimana kedudukan tindak pidana main hakim sendiri dalam 
hukum nasional Indonesia. 
2. Buku yang berjudul “Kriminologi”.9 Buku ini membahas tentang kriminologi 
serta faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi. Buku ini sangat 
berperan dalam penyusunan skripsi ini karena penyusun dalam rumusan 
masalahnya membahas tentang tinjauan kriminologi tindak pidana main 
hakim sendiri yang merupakan bagian dari kriminologi. 
3. Buku yang berjudul “Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana”. Buku ini 
membahas tentang perbuatan-perbuatan yang awalnya bukan merupakan 
tindak pidana namun karena seiring perkembangan zaman masyarakat 
menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak baik/wajar, yang sering disebut 
dengan kriminalisasi dalam hukum pidana, sama halnya dengan tindak pidana 
main hakim sendiri, hanya diatur secara umum dalam KUHP sehingga perlu 
mengalami pengkriminalisasian, dan dibuatkan aturan khusus yang mengatur 
tentang tindak pidana ini, agar masyarakat tidak serta merta bertindak sesuka 
                                                          
8
 Eli Supianto, “Marlina, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 
(Eigenrechting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kota 
Makassar Tahun 2009 s/d 2012),” Skripsi Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan (2014). 
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 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013). 
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hatinya dalam menghakimi seseorang, karena pada dasarnya, Indonesia adalah 
negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum 
4. Buku yang berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”. Buku ini memberi 
pengetahuan dasar dan pengertian dalam mempelajari hukum  dan pengantar 
dalam mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi buku 
kekurangan dalam buku ini tidak akan dijumpai uraian terperinci misalnya 
tentang caranya mengajukan gugatan di pengadilan. 
5. Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”. 
Pelajaran yang disajikan dalam buku ini disusun secara sederhana, praktis dan 
sistematis. Penulis dalam buku ini juga menggunakan ramuan hukum 
Indonesia yang tumbuh dan hidup dalam taman hukum nasional dan menjadi 
satu rangkaian ilmu hukum Indonesia yang baru dan mekar.  
6. Buku yang ditulis oleh Sayyid Quthb yang berjudul “Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: 
Di bawah Naungan al-Qur’an”. Untaian-untaian pembahasan di dalam Tafsir 
tersebut adalah untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur’ani sehingga 
ketika seseorang membacanya, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung 
dengan Allah dan membuat orang yang membaca merasa berada di bawah 
naungan al-Qur’an. 
7. Buku yang berjudul “Prinsip-prinsip hukum Pidana”. Kelebihan buku ini 
dibandingkan dengan buku yang membahas asas-asas hukum pidana lainnya 
ialah dimasukkannya asas-asas hukum pidana internasional, meskipun masih 
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sangat terbatas, yaitu menyangkut asas legalitas dalam hukum pidana 
internasional. 
8. Buku yang berjudul “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”. Yang membahas 
asas-asas hukum pidana. Dalam buku ini juga membahas lebih luas tentang 
hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang 
hukum pidana untuk mempermudah dalam memahami arti hukum pidana. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui aturan dan pandangan undang-undang tentang tindakan 
main hakim sendiri 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana main 
hakim sendiri 
3. Untuk mengetahui  upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana main 
hakim sendiri 
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
A. Kegunaan Praktis 
1. Dapat Memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan 
bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus 
tindak pidana main hakim sendiri. 
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2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih 
kurang paham terhadap pelaksanaan penyelesaian pidana terhadap tindak  
3. pidana main hakim sendiri. 
B. Kegunaan Teoritis 
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk 
dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran 
terhadap pemerintah untuk lebih sigap menanggapi kasus  tindak pidana main 
hakim sendiri. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum tentang Pidana 
 
Suatu  penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan 
pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang 
bersalah. Demikian Simons mendefinisikan pidana dalam leerboek-nya. Pengertian 
yang hampir sama juga di kemukakan oleh van Hamel yang menyatakan bahwa 
pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan 
yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap 
seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan 
oleh negara
1
. 
Pengertian pidana yang dikemukakan tersebut maka dapat di ambil kesimpulan: 
pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada 
seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang 
melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur 
dan ditetapkan secara rinci. 
Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. 
Perbedaannya hanyalah penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada 
penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Misalnya dalam pasal 45 
KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal 489, 490, 492 
dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun ( kini pasal 45 ditiadakan, dan 
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 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 
h. 30. 
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diganti dengan UU No. 3 Tahun 1997: telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum 
kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada 
negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan tetapi 
penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjaradan 
menjalaninya, menjalani pendidikan/pembinaan anak karena putusan hakim yang 
menjatuhkan tindakan ini lebih ringan daripada menjalani pidana penjara. 
Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek 
hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai 
dengan perundang-undangan (KUHP). Pidana berasal dari kata straf yang 
adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat 
hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum 
pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak 
pidana (strafbaar feit)
2
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan 
tersebut dilarang dan diancam pidana oleh Peraturan Perundang-undangan, harus 
                                                          
2
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24. 
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juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali 
ada alasan pembenar.
3
  
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, didalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni delictum.
4
 
Dalam Kamus Hukum tercantum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dirasakan masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam 
satu undang-undang atau tidak.” 
 
Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari system hukum 
yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri 
yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat 
dapat berlangsung dengan damai dan tentram. Tujuan hukum pidana secara umum 
demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 
bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana 
dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan 
suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang didalam ilmu 
hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana. 
Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 
                                                          
3
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti,  
1996), h, 152. 
4
 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 47. 
16 
 
1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraaan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum
5
. 
Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut 
Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. 
Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena 
itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
 
 
 
                                                          
5
 Tri Andrisman,Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: 
Buku Ajar, 2009), h. 70. 
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Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjamahan dari istilah strafbaar 
feit adalah sebagai berikut
6
: 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 
tentang hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 
11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 
Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan 
UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. 
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana, Mr. Drs. H.J. van 
Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, 
Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana.  
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum  juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit. 
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. 
Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni 
peristiwa pidana dalam buku (hukum pidana 1). 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum 
Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja. 
                                                          
6
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67. 
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5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh  Mr. Karni  dalam 
buku beliau yan berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-undang 
dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan 
Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak 
pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku 
Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. 
Dalam memberikan defenisi mengenai tindak pidana, ada dua pandangan 
bertolak belakang yaitu:
7
 
a. Pandangan/Aliran Monistis, yang tidak memisahkan antara pengertian dan 
perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. 
b. Pandangan/Aliran dualistis, yang memisahkan antara dilarangnya suatu 
perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat 
dipertanggungjawabkan si pembuat (criminal responsibility atau mens rea). 
Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum 
dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar hal 
tersebut.Perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya 
orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar 
                                                          
7
 Heni Siswanto, Bahan Ajar Hukum Pidana (Bandar Lampung: Buku ajar, 2005), h. 15. 
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peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana 
merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak 
pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana terebut belum 
dirumuskan undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana 
menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi 
asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat 
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan 
perkembangan. 
Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak 
pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam 
ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana, berdasarkan asas legalitas yang 
tersebut diatas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan 
tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan telah terbukti 
bersalah dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti 
yang drumuskan dalam undang-undang. 
Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah 
satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat 
dibuktikan sebab tidak terpenuhnya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa 
konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti.  
20 
 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu: 
1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa: 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh 
unsur obyektif yang berupa “perbuatan” adalah perbuatan-perbuatan 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan 
tersebut antara lain perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 242, 263, 
362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang 
dialarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidan materiil. 
Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat yang 
dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan 
syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351,338 KUHP. Dalam 
ketentuan pasal 338 KUHP, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang 
dilarang adalah akibat berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam 
oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160,281 KUHP. Dalam 
ketentuan pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa 
“keadaan” adalah ditempat umum. 
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d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan 
hukum, jika bertentangan dengan Undang-undang. Pada beberapa 
norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak ini 
dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam 
pasal 362 KUHP disebutkan: “ memiliki barang itu dengan melawan 
hukum (melaawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya, bahwa 
perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu pidana yang 
tertentu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi 
telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya 
dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP
8
. 
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya  seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab). 
b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan 
bertanggung jawab diatas. Seseoarang dapat dikatakan mampu 
bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, 
yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya 
                                                          
8
 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bogor: 
PT. Karya Nusantara), h. 27. 
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2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang. 
Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini 
pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung 
jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan 
bertanggung jwab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila 
terdapat keragu-raguan unsur tersebut. 
Bertolak dari pendirian KUHP tersebut, dapat dimengerti bahwa didalam 
KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan 
bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas 
kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam kemampuan pasal 44 KUHP 
yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya : 
1) Jiwanya cacat dalam tubuhnya, keadaan ini menunjuk pada suatu 
keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan 
sempurna, termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu, 
tuli sejak lahir dan lain-lain. 
2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit, dalam hal ini jiwa 
seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi 
23 
 
kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit, termasuk dalam kondisi 
ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain. 
Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau schuld. 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau schuld dalam hukum pidana dibedakan 
menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus  atau opzet atau kesengajaan. 
2. Culpa atau ketidaksengajaan. 
Diantara dua unsur subyektif tersebut diatas yang sangat penting berkaitan 
dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam 
bentuk “kesengajaan” atau opzet. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana 
mengandung unsur opzet. 
 Dari definisi diatas dapat dicari beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :
9
 
1. Perbuatan manusia; 
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil: sebagai 
konsekuensi adanya asas legalitas); 
3. Melawan hukum (syarat materil); 
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. 
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 
Nama kriminologi yang di temukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli 
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 Heni Siswanto, Bahan Ajar Hukum Pidana (Bandar Lampung: Buku ajar, 2005), h. 16 
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antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat 
berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat
10
. Sebagai ilmu pengetahuan pembantu 
Hukum Pidana, Kriminologi menyelidiki sebab-sebab kejahatan itu dari sudut 
masyarakat dan sebagai alat penyelidikannya ialah Statistik kriminil. Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
Menurut Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, Bonger 
membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. 
Kriminologi murni meliputi: 
1. Antropologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentng 
orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah 
ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. 
2. Sosiologi kriminil yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. 
3. Psikologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 
sudut jiwanya. 
4. Penologi yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
5. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil yaitu ilmu tentang penjahat yang 
sakit jiwa atau urat syaraf. 
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 Topo Santoso,Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h 9. 
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Adapun kriminologi terapan mencakup: 
1. Higiene kriminil yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan Undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang 
dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
2. Politik kriminil yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan 
kejahatan, bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan 
adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
3. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan 
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan
11
. 
Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology Of Crime and 
Delnquency memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat 
terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi: 
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 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2014), h. 6. 
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a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. 
b. Pelaku kejahatan, dan 
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 
terhadap pelakunya
12
. 
Kriminologi dapat dibagi ke dalam: 
1. Antrophologi – Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mencari 
sebab-sebab dari kejahatan dalam dirinya si penjahat pada keadaan badan 
penjahat 
2. Sociologi – Kriminil ialah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab 
dari kejahatan di dalam masyarakat, misalnya: keadaan ekonomi, harga 
yang tinggi dari barang-barang keperluan sehari-hari, upah yang sangat 
rendah, tempat tinggal yang buruk dan kotor dan lain-lain 
3. Politik – Kriminil ialah suatu pengetahuan yang mencari cara-cara untuk 
memberantas kejahatan. 
4. Statistik – Kriminil ialah ilmu pengetahuan yang dengan angak-angka 
mencatat tentang kejadian-kejadian dan macam-macam kejahatan
13
. 
2. Urgensi Kriminologi Dalam Pengembangan Hukum Pidana 
a. Pelaku Kejahatan 
Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering 
pula di sebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari 
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 Topo Santoso,Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h 12. 
13
 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1989), h. 266. 
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sebab-sebab terjadinya kejahatan,artinya untuk menjawab pertanyaan,apa yang 
menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang itu 
melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-
sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering di katakan sebagai “kriminologi 
positivis”, karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis 
menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia 
itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor 
manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. 
 Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang ke studi terhadap 
korban kejahatan yang melahirkan “viktimologi”, hal ini dikarenakan pengaruh dari 
karangan Hans von Henting dan B. Mendelsohn yang berjudul “The Criminal and his 
Victim” (1949) yang menyatakan bahwadalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui 
adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan
14
. Hasil 
dari studi penyebab kejahatan inilah nantinya yang melahirkan sejumlah teori tentang 
penyebab kejahatan. 
b. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan 
Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya 
mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa 
reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu 
dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum 
pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan 
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 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Bandung: Nusa Media,2013), h. 13. 
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pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan 
putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan). 
Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap 
kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum 
pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan 
terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat, juga reaksi terhadap 
kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Hal ini nantinya berpengaruh dalam 
menetapkan “kriminalisasi”, begitu pula dalam kerangka “dekriminalisasi” serta 
“depenalisasi”. 
Beberapa studi terhadap reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ternyata 
menunjukkan hubungan yang “signifikan” antara reaksi masyarakat dengan 
terjadinya kejahatan. Seperti sintesa yang mengatakan bahwa “semakin besar reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan, maka semakin kecil terjadinya kejahatan”, begitupun 
sebaliknya. 
c. Kriminologi Ilmu Yang Mempelajari Kejahatan 
Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada 
dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari 
kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan 
hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan 
demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang 
tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. 
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Dengan demikian, pendekatan indisipliner adalah pendekatan dari berbagai 
disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni kejahatan. Seperti berkumpulnya 
beberapa ahli dalam meneliti penyebab “pencurian”, yang berarti objeknya adalah 
pencurian, sedangkan pendapat para ahli tersebut didasarkan pada penelitiannya yang 
sesuai dengan disiplin ilmunya. Hasilnya seperti adanya faktor konjongtur ekonomi 
kata ahli ekonomi, adanya pengaruh pergaulan sosial dalam kelompoknya kata ahli 
sosiologi dan seterusnya. 
Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan 
ini adalah sebagai suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu 
disiplin  yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi itu sebagai “non-legal 
dicipline”, maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum 
yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah 
“kenyataan”15. 
Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi, yang dalam 
memandangpersoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara bagaimana fakta yang 
terjadi. Oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek 
kriminologi ini, ia berbicara fakta apa adanya, bahwa itulah yang terjadi dalam 
kenyataannya di masyarakat. 
Dengan konsep yang demikian itu kriminologi menurut Herman Manheim 
(1970), tugas seorang kriminolog pada prinsipnya hanyalah menjelaskan saja, bukan 
menjustifikasi. Konsep inilah yang juga diistilahkan oleh Sahetapy sebagai “pisau 
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 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Bandung: Nusa Media,2013), h. 15. 
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analisa” 16 . Artinya, seorang kriminolog dalam memaparkan hasil penelitiannya 
mempunyai sikap yang kritis, yang memaparkan hasil penelitiannya sesuai dengan 
fakta yang didapatinya, bukan dikurangi atau ditambah-tambahi, sekalipun 
umpamanya hasil tersebut membuat “merah mukanya” sendiri. Atau terkena dirinya 
sendiri, keluarganya kepentingan pribadinya yang lain. 
Melihat kepada sifatnya yang kritis inilah, orang lain tidak perlu tersinggung 
atau bahkan marah kepada hasil studi kriminologi, karena apa yang diungkapkannya 
hanyalah sekedar mengungkapkan fakta, sedangkan apakah fakta itu baik atau buruk, 
senang atau tidak senang, itu masalah penilaian. Di mana dunia penilaian adalah 
dunianya “hukum”, bukan dunianya kriminologi. 
Pada sisi lain, sifat kritis dari kriminologi juga sering diistilahkan sebagai 
ilmu yang memberikan peringatanakan adanya bahaya atau “signal wettenschap”. 
Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan 
peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu 
dilakukan oleh “kekuasaan”, maka ia akan dapat memprediksikan bahaya yang akan 
ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian, 
dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang 
nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu 
dilakukan. 
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 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana  h. 16. 
31 
 
d. Fungsi Kriminologi  
Dengan melihat kebedaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan 
kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi 
kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu: fungsi klasik dan fungsi 
modern. 
 Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum 
pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara 
satu dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian 
dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai 
ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak 
dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin 
yang berdiri sendiri. 
 Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya 
sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi di antara satu mata uang”, di mana hukum 
pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan 
kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok 
kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat 
normatif yang berarti bersifat “abstrak”, dilain pihak kriminologi yang bersifat 
“faktual”. Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa “kriminologi 
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menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan” 17 . Bahkan karena cara pandang 
kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapatb 
dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana”. 
C. Tinjauan Umum Tentang  Main Hakim Sendiri 
Tindakan menghakimi sendiri,aksi sepihak atau “eigenrechting” merupakan 
tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakekatnya tindakan 
menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan
18
. 
Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan 
perbuatan pidana, tetapi tidak selalu demikian. Dalam hukum perdata tindakan 
menghakimi sendiri yang dibolehkan ialah misalnya bahwa seseorang dibolehkan 
menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga yang menjulur ke 
pekarangannya, setelah tetangga itu diminta untuk untuk memotongnya tetapi 
menolak, asal yang memotong dahan itu tidak menginjak pekarangan tetangga yang 
bersangkutan. Pada hakekatnya tindakan ini merupakan “eigenrechting”, tetapi 
dibolehkan. 
Setiap pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi : 
setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. 
Tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan 
pelanggaran kaedah hukum, akan tetapi tidak dikenakan sanksi : pelanggarannya 
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 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana  h. 17. 
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ( Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 
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tidak dihukum. Kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran kaedah hukum tertentu ini 
pelakunya dihukum justru akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, karena 
dirasakan kurang layak dan akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. 
Dirasakan kurang layak karena dalam hal ini si pelaku atau pelanggar dalam keadaan 
terdesak dan tidak sempat minta pengadilan untuk melindungi atau membela 
kepentingannya. Ia terpaksa melakukannya atau melanggar dari pada ia sendiri yang 
menjadi korban. Akan tetapi tindakan itu hanya dapat dilakukan apabila tidak ada 
upaya lain. Dalam hal ini tidak boleh ada hubungan yang timpang atau tidak 
seimbang antara penyerangan dan usaha atau alat pembelaanya. Usaha pembelaan 
yang sifatnya kuat atau besar tidak boleh berhadapan dengan penyerangan yang 
sifatnya hanyan ringan atau kecil. Tidak dibenarkan misalnya memasang aliran listrik 
dengan tegangan tinggi pada pagar yang mengelilingi rumah untuk mencegah 
masuknya pencuri. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi 
dua kelompok. 
Pertama ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah 
hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar 
pembenaran (rechvaardigingsgrond). Di sini perbuatan yang pada hakekatnya 
melanggar kaedah hukum dihalalkan. Termasuk perbuatan ini adalah: keadaan 
darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang dan perintah jabatan. Keadaan 
darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan 
hukum dan kewajiban hukum di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan 
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terhadap kepentingan yang lebih besar. Contoh klasik dari keadaan darurat ini ialah 
keadaan dimana dua orang yang terapung ditengah laut berpegangan pada sebilah 
papan kayu dan saling berebut untuk mempertahankan hidupnya masing-masing 
dengan berusaha menyingkirkan lawannya, apabila kedua-duanya tetap berpegangan 
pada kayu tersebut maka kedua-duanya akan mati tenggelam. Yang berhasil hidup 
mencapai daratan, meskipun menyebabkan yang lain mati ia tidak dihukum karena 
terdesak oleh keadaan. Keadaan terdesak terrentu inilah yang membenarkan 
perbuatannya.Untuk adanya keadaan darurat perbuatan yang dilakukan itu harus 
sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. Alasan keadaan 
terpaksa atau daya paksa tidak dapat diterima jika keadaan yang memaksa yang 
diajukan, oleh undang-undang sudah diperhitungkan terlebih dahulu
19
. 
Pembelaan terpaksa atau pembelaan dalam keadaan darurat (Noodweer) 
merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, 
kehormatan atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan 
melanggar hukum (ps. 49 KUHP). 
Kedua ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah 
hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari 
kesalahan (schuldopheffingsgrond). Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan 
force mayeur, overmacht atau keadaan memaksa, yaitu keadaan atau kekuatan di luar 
kemampuan manusia (ps. 48 KUHP). Seorang kasir bank yang menyerahkan uang 
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kas karena ia ditodong untuk menyerahkannya menghadapi force mayeur. Ia tidak 
mungkin mengadakan perlawanan, karena serangannya atau ancamannya terlalu kuat 
D. Pandangan Islam tentang  Main Hakim Sendiri 
Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksud kepada 
pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, 
kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku 
kejahatan
20
. 
Pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan main  hakim sendiri 
yang dilakukan oleh masyarakat, karena di Indonesia telah dibentuk instansi khusus 
untuk menangani pelaku tindak pidana seperti kepolisian,  pengadilan, dan lembaga 
yang berwenang, karenanya setiap tindak pidana maka seyogianya dilaporkan kepada 
pihak yang berwenang, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bahkan 
ketidakadilan oleh masyarakat dengan mengambil jalan pintas terhadap pelaku tindak 
pidana dengan main hakim sendiri. 
Islam pun menghendaki kapada manusia agar tetap memegang teguh prinsip-
prinsip keadilan termasuk dalam persoalan sosial dimasyarakat. Pembuktian akan hal 
itu dapat dicermati dengan firman Allah swt yang termaktub di dalam QS al-
Nisa/4:135 yang berbunyi: 
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 http://www.muhammadiyah.or.id/9-content-190-det-tafsir-alquran.html di akses tgl 13 
januari 2016 
36 
 
                              
                             
                   
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.21 
 
Ayat ini menyerukan kaum mukminin untuk bangkit memainkan perannya di 
dalam menegakkan keadilan di antara manusia dengan caranya yang unik dan tidak 
mungkin dapat ditegakkan kecuali di tangan jamaah ini. Yaitu, keadilan yang 
dilakukan jamaah ini dalam bermuamalah dengan Allah, yang bersih dari segala 
kecenderungan, keinginan, dan kepentingan-dengan segala sesuatu yang disebut 
kemaslahatan jamaah, umat, atau daulah. Juga yang lepas dari ungkapan lain selain 
takwa dan keridhaan Allah. 
Pelajaran ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman agar 
menegakkan keadilan dengan bentuknya ini. Allah yang menurunkan Al-Qur‟an ini 
mengetahui hakikat perjuangan yang berat yang harus dipikul umat ini di dalam 
menegakkan keadilan seperti itu. Padahal, di dalam jiwa manusia terdapat kelemahan 
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 Kementrian Agama R.I.,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya. (Cet. X; Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2014), h. 100 
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yang sudah terkenal, dan terdapat rasa keberpihakan terhadap dirinya sendiri, 
kerabatnya, orang-orang yang lemah pada waktu sedang berperkara, orang yang kuat, 
orang tua dan kerabat, orang miskin dan orang kaya, orang yang dicintai dan orang 
yang dibenci
22
. Dia juga mengetahui bahwa untuk membersihkan dari semua 
pengaruh dan perasaan ini memerlukan perjuangan yang berat, untuk mendaki ke 
puncak yang tinggi ini dengan meninggalkan dataran yang rendah dan hina. Dalam 
melakukan semua itu, jiwa yang beriman tidak bergantung pada sesuatu pun selain 
pada tali Allah. 
Dalam Islam,orang akan berpikir seribu kali unttuk melakukan perbuatan main 
hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dia tahu konsekuensi dari perbuatan 
tersebut adalah dibunuh (efek jera). Abu „Aliyah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir 
bahwa “Allah menjadikan Qishas sebagai jaminan keberlangsungan hidup, betapa 
banyak orang yang ingi membunuh tapi kemudian mengurungkan niatnyakarena takut 
dirinya dibunuh (qishas)”23. Tidak pandang bulu siapapun yang melakukannya baik 
rakyat,  pejabat ataupun konglomerat. 
Sebagian orang berprasangka bahwa qishas adalah hukuman yang kejam. Hal 
ini karena mereka memakai sudut pandang HAM-Barat yang melihat dari sisi pelaku, 
bukan dari sudut pandang Islam yang memandang dari sisi korban. Hal ini dijelaskan 
dalam QS. al-Baqarah/2:179 yang berbunyi: 
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 Sayyid Quthb,Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, terj. As‟ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan 
Muchotob Hamzah, di Bawah Naungan Al-Qur‟an   h. 97 
23
 Masjidnh.blogspot.co.id, Fenomena Main Hakim Sendiri, di akses tanggal  4 April 2016 
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                    
Terjemahnya: 
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai  
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.24 
 
 ”Qishas” itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk 
melampiaskan sakit hati. Tetapi, ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk 
kelangsungan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. 
Kemudian untuk dipikirkan dan direnungkan hikmat difardhukannya, juga untuk 
menghidupkan hati dan memandunya kepada ketakwaan kepada Allah.
25
 
Jaminan kelangsungan hidup di dalam qishash bersumber dari berhentinya 
(tidak jadinya) para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan. Karena orang 
yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan 
orang yang dibunuhnya, maka sudah sepantasnya dia merenungkan, memikirkan, dan 
menimbang-nimbang. Kehidupan dalam qishash ini juga bersumber dari terobatinya 
hati keluarga si terbunuh apabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini untuk 
mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan. Serangan yang 
tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja, seperti pada kabilah-kabilah Arab 
hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama empat puluh tahun, seperti 
yang terjadi dalam Perang Basus yang terkenal di kalangan meraka itu, dan seperti 
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 Kementrian Agama R.I.,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya., h. 28. 
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 Sayyid Quthb,Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, h. 196 
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yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang dimana kehidupan mengalir di 
tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada 
yang menghentikannya. 
Konsep qishash terdapat kehidupan dalam arti yang lebih lengkap dan umum. 
Karena, perampasan terhadap kehidupan seorang manusia berarti perampasan 
terhadap kehidupan seluruhnya. Juga berarti kejahatan terhadap semua manusia yang 
hidup, yang sama-sama memiliki sifat kehidupan sebagaimana si terbunuh tadi. 
Apabila qishash terhadap seorang penjahat dapat mencegah terenggutnya jiwa 
seorang manusia, maka hal itu juga akan dapat mencegah perenggutan terhadap 
seluruh kehidupan. Sungguh di dalam tertahannya pembunuhan berikutnya (karena 
pelakunya sudah diqishash) itu terdapat jaminan kelangsungan hidup. Yakni, 
kehidupan yang mutlak, bukan cuma kehidupan perseorangan, bukan cuma 
kehidupan suatu keluarga, dan  bukan cuma kehidupan satu kelompok
26
. 
Maksud dari kata “Supaya kamu bertakwa” adalah ikatan yang menahan jiwa 
dari melakukan kejahatan, yakni kejahatan yang berupa pembunuhan dan kejahatan 
yang berupa serangan membabi buta sebagai pembalasan. Ikatan dan tambatan itu 
adalah “takwa”. Kepekaan hati dan rasa takutnya kepada Allah, yang menjadikannya 
bersedih apabila dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus mencari ridha-Nya
27
.  
Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin syariat dapat berdiri dengan 
tegak, undang-undang tidak akan dapat berjalan, pelaku kejahatan dan pelanggaran 
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 Sayyid Quthb,Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, h. 196 
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tak akan merasa bersedih hati dengan tindakannya itu, dan tidaklah memadai 
peraturan-peraturan dan segala undang-undang yang kosong dari ruh, sensitivitas, 
rasa takut, dan antusiasme terhadap kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan 
manusia sendiri.  
Inilah faktor yang menyebabkan jarangnya terjadi tindak kejahatan yang 
diancam dengan hukuman had pada zaman Nabi saw. dan zaman Khulafaur Rasyidin. 
Kalau terjadi tindak kejahatan maka kebanyakan pelakunya datang atas kemauannya 
sendiri dengan penuh kesadaran mengakui kesalahannya. Hal itu terjadi karena di 
dalam hatinya ada rasa “takwa”. Takwa itulah yang menjadi penjaga yang selalu 
sadar di dalam nurani, yang menahannya agar tidak mendekati pagar pembatas. 
Sebaliknya, dibawanya hati ini ke sisi syariat yang terang cemerlang dan selalu 
memandang kepada relung-relung fitrah dan unsur-unsur bangunan kalbu
28
. 
Sayyid Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi dalam buku Maa dzaa Khasiral-
„Aalam bi-Inhithaathil Muslimin mengatakan bahwa apabila suatu waktu kekerasan 
kebinatangan demikian besar, nilai kemanusiaan sudah jatuh, karena sudah tidak ada 
pengawasan dan tidak mempan pengawasan, dan tidak terjangkau oleh undang-
undang, maka kondisi yang demikian ini mengubah iman menjadi jiwa yang sangat 
kritis, menyengat dan menusuk hati, dan membuat pemiliknya tidak tenang. 
Sehingga, dia mengakui dosanya di hadapan undang-undang, menyediakan dirinya 
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untuk dihukum, dan siap menanggungnya dengan hati yang tegar, demi menebus 
dirinya dari kemurkaan Allah dan azab akhirat
29
. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan  ( Field Research ). 
Yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka 
yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta putusan-
putusan pengadilan negeri sungguminasa yang berkaitan dengan Sanksi Pidana 
Main Hakim Sendiri “Eigenrechting” Tinjauan Kriminologis dan Yuridis 
Terhadap Kasus-kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa (2010-2015) 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian Studi kasus 
dan survey yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau 
kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. 
Selain studi kasus dan survey peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian 
hukum normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum 
normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah 
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pelaksanaan atau penerapan tindak pidana main hakim sendiri dalam sistem peradilan 
pidana  guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-
empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan 
pada peristiwa hukum in concerto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitnnya 
selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:
1
 
1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku. 
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto, guna mencapai 
tujuan yang telah di tentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui 
perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah 
dijalankan secara patut atau tidak. 
Dari penggunanan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-
empiris membutuhkan primer dan data sekunder: 
1. Data Primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, 
dalam penulisan ini bahan hukum primer  yang di gunakan adalah, Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
2. Data Sekunder, antara lain berupa hasil observasi wawancara langsung pihak-
pihak yang terkait terhadap kasus-kasus yang di teliti dalam 
dokumentasi/arsip-arsip. 
                                                          
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum  (Cet. I, Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004), h. 52. 
44 
 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti: 
1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indera. 
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat, pihak pelaku 
(tersangka) dan keluarganya serta pihak korban dan keluarganya. 
3. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data - data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, 
dokumentasi, dan observasi.instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari 
sumber - sumber informasi. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara 
primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam.Selanjutnya 
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diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambark
an permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Aturan Hukum dan Pandangan Undang-Undang Tentang Tindakan Main 
Hakim Sendiri 
Main hakim sendiri atau yang dikenal dengan istilah Eigenrechting tidak 
diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-
undangan lainnya, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan penyusun untuk 
melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana main hakim sendiri. 
Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan penyusun 
terhadap Ilham selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
“Hakim dalam menjatuhkan putusan, juga serba salah, karena selama ini 
kami hanya berpatokan pada KUHP saja sementara tidak ada pasal khusus 
dalam KUHP yang menjelaskan secara jelas terkait dengan tindak pidana 
main hakim sendiri”.1 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyusun menganggap perlunya 
diadakan regulasi hukum terkait dengan tindak pidanan main hakim sendiri, bila perlu 
dibuatkan aturan tersendiri/ undang-undang tersendiri terkait dengan tindak pidana 
main hakim sendiri, karena tindak pidana main hakim sendiri dianggap sebagai 
tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar asas legalitas yang 
merupakan tolak ukur untuk mengukur suatu tindakan apakah tindakan tersebut 
merupakan suatu kejahatan atau bukan. 
Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feurbach (1775-1833), 
seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya Lehburch des penlichen recht 
pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo , apa yang dirumuskan oleh feurbach 
mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : nulla 
                                                          
  
1
 Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016 
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poena sine lege ; nulla poena sine crime; nullum crimen sine poena legali
2
. Ketiga 
frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh feurbach menjadi adigium nullum 
delicitum, nulla poena sine praevia legi poenali. 
Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum romawi 
memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam pidang 
politik kebebasan warga Negara semakin dibelenggu
3
. 
Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin, maka sangatlah mungkin ada 
yang beranggapan bahwa rumusan ini berasal dari hukum romawi kuno. 
Sesungguhnya , menurut Moeljatno , baik adagium ini mampu asas legalitas tidak 
dikenal dalam hukum romawi kuno. Demikian pula menurut sahetapy, yang 
menyatakan bahwa legalitas dirumuskan dalam bahasa latin semata-mata karena 
bahasa latin merupakan bahasa “ dunia hukum” yang digunakan pada waktu itu. 
Hubungannya dengan tindak pidana main hakim sendiri “ Eigenrechting” 
bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikenai hukuman tanpa adanya 
undang-undang yang mengaturnya berkenaan dengan hal ini tindak pidana main 
hakim sendiri diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ). Namun, 
dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung bahwa tindakan yang 
diatur tersebut dinamakan tidakan “Main Hakim Sendiri” 
                                                          
2
 Bambang Poernomo,  Manfaat telaah ilmu hukum dalam membangun model penegakan 
hukum di Indonesia, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas hukum universitas gadjah 
mada , Yogyakarta , 5 juli 1989, h.8 
3
 John gilisssen dan frist gorle , 2005, sejarah hukum: Suatu pengantar , ( Bandung, Refika 
Aditama, 2005) h.177 
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 Beberapa pasal dalam KUHP yang sering kali dikaitkan dengan tindak 
pidana main hakim sendiri adalah Pasal 351, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Pasal 351 KUHP yang berbunyi: 
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau denda paling banyak tiga rupiah. 
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama lima tahun. 
3. Jika mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun  
 
Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 
 
“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana 
penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan”. 
Pasal 170 ayat (2) yang bersalah di ancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh (tujuh) tahun , jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun enam bulan; 
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat;  
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan maut 
 
Pasal 406 KUHP yang berbunyi; 
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 
tiga ratus rupiah”. 
 
Pasal 55 KUHP yang berbunyi; 
 
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
49 
 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
 
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
 
B. Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak 
Pidana Main Hakim Sendiri  
Setelah melakukan penelitian melalui wawancara terhadap beberapa hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya 
main hakim sendiri. Amran selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
memberikan penjelasan bahwa,  
“Main Hakim Sendiri ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat 
disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum 
dalam menyelesaikan problematika hukum yang terjadi.”4 
 
Dari hasil wawancara tersebut, penyusun berpendapat bahwa masih kurangnya 
rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang membuat masyarakat 
melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan penegak hukum tidak 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila penegak hukum melaksanakan 
tugasnya dengan baik, masyarakat akan percaya dan tidak melakukan tindakan main 
hakim sendiri. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa bahwa: 
“Jika saja selama ini penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik, pasti 
masyarakat akan percaya kepada penagak hukum, sehingga tidak akan terjadi 
tindakan main hakim sendiri.”5 
 
                                                          
4
 Amran, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016 
5
 Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016 
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Main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain 
seperti teror baik itu dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus 
seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam 
membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus 
secepatnya membangun moral force (kekuatan moral) yang dimulai dari para 
penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh 
masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok 
masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi
6
.   
Tidak dapat disangkal bahwa tidak adanya undang-undang yang mengatur 
secara jelas tentang tindak pidana main hakim sendiri ini, membuat hakim tidak bisa 
berbuat lebih banyak untuk menjatuhkan putusan yang dapat menimbulkan efek jera 
bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Seiring dengan jatuhnya kekuasaan 
orde baru, masyarakat kemudian merasa menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, 
masyarakat kemudian mengadopsi dan meniru pola atau model penggunaan 
kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru. Masyarakat telah belajar 
banyak dari kemampuan pemerintah orde baru dalam menggunakan kekuasaannya, 
yang selanjutnya dipraktikan dalam bentuk pengadilan jalanan. Tindakan main hakim 
sendiri ini merupakan upaya masyarakat untuk menciptakan opini kepada pemerintah 
                                                          
6
 http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html. Di akses 
tgl 20 April 2016. 
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maupun kepada masyarakat lain secara lebih luas,guna menunjukkan kekuasaanya, 
meskipun tindakan rersebut disadari telah melanggar hukum 
Faktor penyebab utama dari tindakan main hakim sendiri adalah: 
1. Supaya pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi (residivis) atau pelaku 
kejahatan yang pernah melakukan perbuatan serupa menjadi jera misalnya 
pencurian motor,jambret, 
2. Masyarakat tidak lagi mempercayai upaya hukum yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum, 
3. Karena ikut-ikutan saja, ketika melihat massa secara anarkis dan membabi 
buta menghajar pelaku, dan 
4. Perbuatan pidana itu sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat 
 
Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh 
masyarakat tetap bisa diproses secara hukum dan pelaku tindakan main hakim sendiri 
ini tetap bisa ditangkap namun pada kenyataannya jarang terjadi dikarenakan 
banyaknya kendala yang dialami penegak hukum dalam menangani tindakan main 
hakim sendiri antara lain: 
1. Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. 
Masyarakat yang terlibat pun bukan hanya warga setempat  tetapi ada juga 
warga lain yang lewat sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penggerak atau 
provokator dalam peristiwa tersebut, 
2. Sulitnya memberi keterangan karena masyarakat tidak terbuka/enggan 
memberi keterangan, 
3. Lambatnya informasi tentang adanya tindak pidana, 
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4. Letak TKP yang jauh dari markas Kepolisian khususnya di daerah yang sulit 
transportasi, dan 
5. Ruang tahanan yang kurang memadai untuk tampat tahanan dalam perkara 
yang melibatkan massa.
7
 
C. Upaya  Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri 
Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dalam penelitian ini 
penyusun melakukan wawancara terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Beliau mengatakan bahwa; 
“Sudah menjadi bagian dari tanggungjawab penegak hukum dalam hal ini 
adalah kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat 
memahami aturan hukum, bagaimana masyarakat bersikap atau merespon 
peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum. Pihak kepolisian perlu 
menghimbau dan mensosialisasikan bahwa melakukan tindakan main hakim 
sendiri itu tidak dibenarkan, karena jangan sampai hanya karena satu persoalan 
akan menambah persoalan lagi dan hal ini akan merugikan pihak-pihak yang 
ada didalamnya”. 
 beliau juga menambahkan 
“Ada dua langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini 
kepolisian untuk bisa mencegah dan menanggulangi pelaku tindakan main 
hakim sendiri yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).”8 
 
 
1. Preventif (pencegahan) 
a. Himbauan dan penyuluhan hukum 
 Kepolisian sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi 
pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya 
kepada pihak kepolisian. Hal –hal yang juga harus dilakukan adalah melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum agar masyarakat dapat mengetahui 
                                                          
7
  Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016. 
8
 Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016 
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aturan-aturan hukum yang telah berlaku karena masih banyak masyarakat yang belum 
mengerti hukum, hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa 
menghakimi pelaku tindak pidana sampai tidak berdaya adalah tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.  
b. Adanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat 
 Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim sendiri 
terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, mengingat bahwa 
akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum atau 
penegak hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara profesional oleh 
aparat penegak hukum, membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi 
sesuai treknya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan 
hukum. Rakyat juga berharap hukum bukan sekedar permainan politik untuk 
melindungi kepentingan tertentu, melainkan melindungi semua orang dan golongan 
tanpa adanya diskriminasi. Upaya ini akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian 
hukum yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. 
 Penyusun berpendapat dalam upaya preventif ini, peran agama dan juga 
pendidikan merupakan dua pilar yang sangat penting. Selain fungsi agama yang bisa 
membuat masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agama. 
Menurut penyusun dua pilar ini yang sebenarnya yang paling bertanggungjawab agar 
terhindarnya warga dari perbuatan tercela yang melanggar hukum. Dalam wawancara 
ini penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai 
pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga 
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elemen-elemen masyarakat lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut juga harus 
mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam hal apapun 
tidak diperbolehkan. 
2. Represif (Penindakan) 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun, salah satu 
hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan pendapatnya terkait dengan 
upaya penindakan terhadap tindak pidana main hakim sendiri sebagai berikut; 
“Dalam upaya represif ini aparat hukum sangat diharapkan agar lebih 
bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
warga. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna 
mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah juga perlu 
mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang 
kerap melakukan tindakan main hakim sendiri”.9 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyusun berpendapat bahwa 
penanganan dari para penegak hukum masih kurang optimal dalam menanggulangi 
tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, jadi tidaklah mengherankan 
apabila masih ada masyarakat yang menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal 
yang wajar. Padahal hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum. Pelaku tindak 
pidana juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh 
dihakimi secara sewenang-wenang. 
Berbagai masalah main hakim sendiri dapat diatasi dengan berbagai tindakan 
antara lain: 
                                                          
9
 Ilham, Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 Maret 2016 
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1. Hukum dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan 
baik dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian yang 
jujur, tidak memihak, serta memiliki kemampuan, 
2. Peraturan perundang-undangan sebaiknya bersifat melarang, bukan 
bersifat mengharuskan, 
3. Sanksi yang diancamkan didalam perundang-undangan haruslah 
sebanding dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar, 
4. Lembaga hukum harus dibebaskan dari berbagai kekuasaan diluar 
kekuasaan yudikatif, utamanya kekuasaan eksekutif, dan 
5. Para penegak hukum harus menafsirkan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksa 
hukum. Melalui tindakan-tindakan ini dan menentukan akar 
permasalahan timbulnya tindakan main hakim sendiri, diharapkan 
tindak kekerasan oleh massa dapt dihentikan.
10
 
D. Analisis Kasus Putusan No. 67/Pid.B/2012/PN.Sungg. 
 Berdasarkan Putusan No. 67/Pid.B/2012/PN.Sungg. yang dimana kasus ini 
merupakan peristiwa pidana dengan melakukan perbuatan turut serta melakukan 
pembunuhan berencana. Sekilas melihat putusan memang tidak ada hubungannya 
dengan  peristiwa main hakim sendiri (Eigenrechting). Tetapi alur terjadi peristiwa 
pidana dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri (Eigenrechting). Dalam 
                                                          
10
 Marada manurung, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri”, 
Arsip Blog. http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/tinjauan-kriminologis-terhadap.html (06-
april-2016). 
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pertimbangan hakim juga mengemukakan bahwa perbuatan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri
11
. Karena alur peristiwa pidana 
yang terjadi  merupakan dampak dari peristiwa hukum lainnya yaitu perzinahan. 
Maka dari itu, penulis akan menggambarkan peristiwa atau cerita dari kasus yang 
terjadi secara umum berdasarkan Putusan No. 67/Pid.B/2012/PN.Sungg tersebut: 
 “Bermula dari peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bekerja 
di suatu desa dengan istri dari orang yang pemberi kerja tersebut. Ahmad sebagai 
orang yang bekerja di rumah Syamsu Alam Dg. Parau itu bekerja dan menetap 
dirumah yang dimana orang ini adalah tokoh adat dan tokoh agama di desa tersebut. 
Pada suatu hari, kejadian perzinahan itu terjadi ketika Ahmad dan istri Syamsu Alam 
Dg. Parau (H.Rosdiana) berzinah di ruang tamu ketika Syamsu Alam Dg. Parau 
kembali dari tempat memberikan makanan ayam yang tidak jauh dari rumahnnya. 
Setelah melihat kejadian tersebut, langsung membuat Syamsu Alam Dg. Parau naik 
darah dan memarangi istrinya dibagian jidat sedangkan pelaku Ahmad melarikan 
diri. Setelah kejadian tersebut, Syamsu Alam Dg. Parau langsung bertindak dengan 
melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya dan melaporkan kepada Kepala Desa 
setempat dan Tokoh adat. Setelah tokoh adat berkumpul dan memusyawarahkan 
kejadian itu, dengan membuat putusan bahwa pelaku harus diusir dari kampung dan 
tidak bisa kembali selama 7 (tujuh) turunan. Jika kembali maka akan dibunuh 
menurut adat yang berlaku. Setelah kejadian tersebut istri dari  Syamsu Alam Dg. 
Parau hilang entah kemana dan yang juga turut pergi dari kampung adalah pelaku 
                                                          
11
 Putusan No. 67/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa h.37 
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lelaki (Ahmad). Dua hari setelah kejadian tersebut, warga menegetahui keberadaan 
Ahmad dan mereka pun pergi mencari dan mengambil Ahmad dari tempat 
kepergiannya. Hampir 100 orang yang pergi mencari dan mengambil Ahmad dari 
persembunyiannya dan di hakimi secara massa dengan mengikat tangannya kemudian 
dibawa menggunakan mobil. Dalam perjalanan yang dimana ketika Ahmad dibawa 
banyak massa yang menunggu di jalan raya untuk menghakiminya. Lalu terjadilah 
penghakiman secara massa ketika berhenti di tempat kejadian (locus delicti)  perkara 
penganiayaan ini. Dan salah satu pelaku penghakiman yaitu Bakkara Bin Dendeng 
dalam putusan ini merupakan keluarga dari Syamsu Alam Dg. Parau yang divonis 
bersalah.”   
 Berdasarkan pertimbangan hakim, mengenai pendapat terdakwa bahwa 
perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah “siri napacce” yang artinya adalah 
harga diri bagi keluarga terdakwa, yang dimana Majelis Hakim mengemukan bahwa 
perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri 
(eigenrechting) dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf atas perbuatan pidana dalam perkara ini. Dalam hal ini, penulis sependapat 
dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim diatas karena tidak memiliki landasan 
hukum yang mengikat.  Berdasarkan kronologi kasus secara umum tersebut, jelas 
memperlihatkan dimana posisi masyarakat kita hingga saat ini, selalu ingin cepat 
menyelesaikan masalah hanya menurut ego mereka sendiri. Bahwa Negara dalam hal 
ini, harus sigap menanggapi kejadian yang seperti ini. Karena hukum pidana adalah 
hukum publik yang dimana mengatur warga negara secara umum agar tertib dan taat 
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hukum agar dapat terwujud kehidupan yang sejahtera dan damai. Kejadian semacam 
ini, jelas mengebiri eksistensi kedaulautan negara yang dimana harus negara yang 
menjadi wasit bagi warganya. Bukan warga yang saling menghakimi seperti hukum 
rimba. Dalam hal ini juga negara wajib mendidik warganya dengan mewajibkan 
penyerahan kasus yang berkaitan dengan hukum kepada aparat penegak hukum. Yang 
dimana dalam setiap kepala warga negara harus tertanam bahwa hukum itu diurus 
oleh aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan aparat negara lainnya 
yang telah diberi wewenang yang sah oleh negara. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, 
maka penyusun menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tidak adanya aturan atau undang-undang yang membahas secara 
terperinci dan jelas tentang tindak pidana main hakim sendiri yang 
mana bila pelaku dan tempat kejadiannya bersifat tiba-tiba, massif, 
dan tidak terorganisir dan saling tertutup membuat hakim serba 
salah dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan tindak pidana 
main hakim sendiri. 
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana main 
hakim sendiri antara lain ketidak percayaan masyarakat terhadap 
aparat penegak hukum untuk menyelesaikan problematika hukum 
yang terjadi, disebabkan aparat hukum yang tidak dapat 
menjalankan tugas dengan baik. Serta masyarakat yang 
apatis,pemarah dan kecemburuan sosial 
3. Tindakan pencegahan berupa himbauan dan penyuluhan 
hukum,sosialisasi hukum, ronda, dan juga patroli di masyarakat 
yang bisa dilakukan baik itu di sekolah, kantor lurah, dan lain-lain. 
Adapun tindakan penanggulangan  berupa tindakan tegas dari aparat 
penegak hukum terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh 
warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri.   
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B. Implikasi 
1. Perlunya diadakan regulasi/pembaharuan hukum (undang-undang), 
adanya aturan yang khusus menjelaskan secara detail dan jelas terkait 
tindak pidana main hakim sendiri, agar hakim dalam membuat putusan 
dapat memenuhi unsur kepastian hukum. 
2. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 
kepribadian yang jujur, tidak memihak, serta memiliki kemampuan 
agar masyarakat percaya, sehingga tindak pidana main hakim sendiri 
tidak terjadi. 
3. Perlunya himbauan dan penyuluhan hukum terkait dengan tindak 
pidana main hakim sendiri sebagai salah satu upaya pencegahan 
hukum yang terjadi oleh aparat atau tokoh masyarakat baik di sekolah, 
balai desa, dan tempat pertemuan lainnya. 
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